FPUTUSAN
Nomor 1487/Pdt.G/2015/PA.Bm

-

BB b

fertenfu pada tingkat pertama daiam sidang majeiis teiah menjatuhkan
’ putusan perkara cerai talak antara :
pekenaan Karvawan Meubel. tempat tinggal di Lingkungan
Soncoieia RT.0i13 RW. 006 Kelurahan Matakando
Kecamatan Mpunda Kota Bima. sebagai Pemohon;
meiawan
Ruwaidah binti Ibrahim. umur 22 tahun. agama Islam. pendidikan SLTA.
pekerjaan Mengurus ruman tangga, tempat tinggal di RT.011
RW. 004 Keiurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota
Bima, sepagai Termohon;
Pengaditan Agama tersebut ;
Teiah mempeiajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini,
. Telah mendengar Keterangan Pemohon, Termohon, sera para saksi di
muka sidang;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggai
17 Nopember 2015 teiah mengaiukan permohonan ceral talak, vang

terdarar o Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima  dengan Nomor
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1487/Pdl.Giziio/FPA.Bm fanggai 17 Nopember 2015 dengan daiii-daiii

sebaqai beniut

i. Bahwa pada tanggai 27 WMei 2Z0iz, Pemohon dengan Termohon
meiangsungkan pernikahan vang dicatat cien Pegawai pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Koia Bima {Kutipan Akia

. Nikah Nomor : 109/ 27 / V / 2012 tangqai 25 Mei 2012 ).

2. Bahwa seieiah permikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tnggal d rumah milk bersama di Lingkungan 3Soncoleia
Kelurahan Matakande Kecmatan Mpunda Koia Bima seiama 3 tanun
iepin. Selama pernikahan tersebut Pemechon dengan Termchon teiah
hidup rukun sebagaimana iayaknya suami isteri dan gan dikaruniai 1
orang anak bemama : a.5uc Mulyani (P) umur 2 tahun tebin :

3. Bahwa kurang iebin sejak buian Aprii 2015 antara Pemonon dengan
Termohon terus-menerus terjadi perseiisihan dan pertengkaran dan
fidak ada harapan akan hidup rukun iagi daiam ruman tangga
disebabkan antara lain :Termohon bersifat sombong Karena suka
mengungkiit masa iaiu kepada Pemonon, banwa seiama menikan
Pemonon tidak membawa apa-apa / tidak memillki harta sama sekalil.
Karena yang punya nharta hanya Termohon saja ;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan

: Termohon tersebut terjadi kurang iebih pada bular awal buian
Nopember 2015 vang akibathya Pemohon pergi meninggalkan
kediaman bersama, dan tinggai dirumah keluarga Pemohon di

Lingkungan Soncolela Keiurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota
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Bima, sejak itu puia aniara PFemohon dan Termohon sudah pisah tempat
tinggai sampai sekarang. Seiama itu Termohon sudan tidak
memperduiikan Pemohon, tidak ada iagi hubungan iahir maupun batin
sampai sekarang:
5. Bahwa Pemoiton dengan Termohon sudah pernan diupaya damaikan
- cieh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil:

6. Banwa dengan Kkejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon
dengan Termmohon sudah tdak dapat dibina dengan balk senhingga
tujuan perkawinan untuk membentuk ruman tangga yang sakinap,
mawaddah dan rahmah sudgah sulit dipertahankan iag). dan karenanya
agar masing-masing pinak tidak meianggar norma hukum dan norma
agama maka perceralan merupakan alternatf teraknir bag Pemohon
untuk menyeiesaikan permasaianan antara Pemohon dengan

Termohon:

Berdasarkan aiasarvdaiii-gaiii di atas, Pemonon mohon agar Keiua
Pengadiian Agama Bima memeriksa dan mengadiii perkara ini, seianjutnya
menjatuhkan puiusan yang amarmya berbunyi
DALAM PETITUM :
. A. Primer
i. Mengabuikan permohonan Pemohon:
Z. Menyatakan memberi izin kepada Pemonon (M. Sadam bin Lukman)
untuk menjatuhkan taiak satu Rai'i terhadap Termohon {(Ruwaidan

binti ibrahim) di depan sidang Pengadiian Agama Bima ;

.Q.,'l

Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang beriaku ;
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B. Subsidair
Dan / atau menjatuhkan Putusan iain vana seadii-adinya berdasarkan
perimbangan mMajeiis Hakim.
Bahwa pada hart sidang yang telan ditetapkan. Pemohon dan
- Termonon ieiah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Maijelis Haikim telah berusana maksimai mendamaikan
Pemohon dan Termohon agar fukun kembaii daiam membina rumah tangga,
namun tidak berhasil:

bahwa ieianh puia diupayakan perdamaian meiaiui proses mediasi
oleh mediator vang disepakati oieh kedua belah pihak. yakni Drs. Rustam
(Hakim Pengadiian Agama Bima), akan tetapi upaya perdamaian/mediasi
tersebut tidak berhasil {gagai) karena Pemohon tetap pada pendinannva
uniuk bercerai;

Bahwa. oleh karena upava perdamaian meialu mediasi tidak
bernasii, maka pemeriksaan diianjuikan dengan pempacaan permohonan
Pemohon vang 1sinya tetap dipertanankan oieh Pemohon dalam sidang
tertutup uniuk umum;

Bahwa. terhadap permohonan Pemohon tersebut. |ermohon
mengajukan jawaban secara iisan pada pokoknya sebagai berikut :

v - Banwa Termohon secara tegas menoiak daiil-daiit permohonan Ceral
Taiak yang diajukan Pemohon, terkecuaii yang secara tegas diakui
kebenarannya;

- Bahwa Termohon membenarkan posita point nomor 1 {satu);
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- Bahwa Termohon membpenarkanposita point nomor 2 (dua},

- Bahwa Termohon membaniah posita point 3 (tiga). vang benar
beriengkar karena sikap Pemonon yang feriaiu cemburu kepada
Termonhon. sehingga marah kalau Termohon berdandan mau pergi
undangan dan shoiat id;

. - Bahwa benar posita point 4;

- Banhwa pada dasamya Termonon tidak ingin Dercerai dengan
Pemohon.
namun kaiau Pemohon tetap ingin menceraikan, maka Termohon
menenmanya denaan peberapa tuntutan bailk vang harus dibayar olen
Femohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, seiain mengajukan jawaban Termonon mengajukan puia
gugatan Rekonvensi dimana lermohon disebut sebagali Penggugat dan

Pemohon disebut sebagai Tergugat, dengan daiii-daiii sebagar berikut :

- Bahwa. Penggugat tetap pada |awabannya:

- Banwa, kaiau Tergugat tetap menjatuhkan taiaknya maka Penggugat
menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumiah Rp. 5.000.000.- (kima
juta rupiah) Mutah berupa 4 gram emas atau uang sejumiah Rp.
2.000.000.- {dua quta rupiah). dan 1 orang anak ¢ bawah asuhan

’ Termohon dan membutuhkan biaya untuk pemeiinaraan dan kebutuhan
lannya sehingga Penagugat minta agar diberikan nafkah/iaminan
sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 orang anak setiap

bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdin sendir:
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Bahwa atas dasar jawaban Termohon/Penggugal Rekonvensi
tersebut di atas, maka Termohon/Pengaugat Rekonvensi mohon kepada
Pengadiian Agama Bima berkenan menjatunkan putusan sebagai berikut.
DALAM REKONVENSI
i. Mengabuikan gugaian Rekonvensi Penggugat seiuruhnya;
- 2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 1 orang
anak;
3. Menghukum fergugat untuk membavar:
a. Naikah iddah sejumiah Rp. 5.000.000,- {iima juta rupiah),
b. Nafkah mutah berupa emas 4 gram atau uang sejumiah Rp.
2.000.000.- {dua juia rupiah},
¢. Satu orang anak di bawah asuhan Termohon dan membutunkan
biaya untuk pemeliharaan dan kebutuhan Iainnya sehingga
Penggugat minta agar dibenkan nafkahjaminan sebesar Rp.
300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk i orang setiap buian sampai
anak tersebut dewasa atau mampu berdin sendin;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Membebankan biava perkara sesual ketentuan vang Deriaku dan
apabiia Majelis Hakim berpendapat iain, mohon putusan yang seadii-adiinya
(ex aequo et bono):
Banwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemonon teiah
mengajukan replik lisannya vang pada pokoknya tetap pada

permohonannya, dan atas tuntutan baiik Termohon KonvensvFenggugat

Rekonvensi. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan
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jawaban Rekonvensi dan kesanggupan atas tuntutan Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk nafkah iddah sejumiah Rp.

1.500.000,- {Satu juta lima ratus ribu rupian), Mutah disanggupi 4 gram

emas atau uang seiumiah Rp. 2.000.000.-: (dua juta rupian). dan Pemohon
. (tiga ratus nbu rupiah) perbuian:

Banwa, ierhadap repiik Pemonon, Termohon feiah menyampaikan
duplik secara lisan vang pada pokoknya menenma dan tidak Xeperatan atas
kesanggupan Pemahon,;

Bahwa untuk menguatkan dalii-danl permononannya. Pemonon telah
mengajukan aiat-aiat bukti berupa :
A. Surat:

i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemonhon | Nomor :
5272081204910001.. vang diketuarkan oieh Pemenntah Kabupaten
@ima tanggai 30 Desember 2072. Bukii surat telah diben meterai
cukup dan teianh dicocokkan dengan aslinya yang temvata sesuai.
Oien Ketua Majeiis diben kode (P.1);

2. Fotokopi Kutiban Akta Nikah Nomor : 109/27/V//2012. tanagal 25 Mel
2012 yang dikeiuarkan oieh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mpunda. Kota Bima, Bukti surat telah diben meterai cukup dan telan
dicocokkan dengan asiinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majeiis

diben kode (F.2).
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B. Saisi
1. Nama irfan Jaya bin H YusufUmur 19 tahunAgama isiam,
Pekerjaan. bertani, Tempat Kediaman di Rt 13 rw. 03 Keiuranan
Matakando Kecamatan Mpunda Kota Bima. Saksi menerangkan
pbahwa ia mengaku sebagai ipar Pemohon., di bawah sumpannya
' membernkan Keteranaan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenai dengan Pemohon dan Termohon Karena saksi
ipar Pemonhon :
- Bahwa Pemohnon dengan Termohon adaiah suami istri sah;
- Banwa setelah menikah Femohon dengan Termohon telan
dikaruniai 1 (satu) orang anak ,
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Femohon dengan Termohon
senng bertengkar;
- Bahwa keiuarga fermohon suka kut campur masalah ruman
tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat bnggal lebih
& (enam) buian dan Pemohon yang meninggaikan kediaman
bersama. karena diusir Termohon:
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon teiah dinasenat
oteh saksi. dan keiuarga namun ttdak berhasil
' 2. Nama Lukman bin H.8. Nur, Umur 47 tahun, Agama isiam, Pekerjaan
PNS. lempat Kediaman di Rt. 13 Rw. 06 Kelurahan Jatibaru

Kecamatan Asakota Kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia
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mengaku sebagai Ayah Pemohon., di bawah sumpahnya

memberikan keteranaan sebagai berikut :

- Banwa saksi ikenai dengan Pemohon dan Termonon karena saksi

Ayah Kanduna Pemohon ;

- Baihwa Pemohon dengan Termohon adaiah suami isiri sah,

. - Bahwa seteiah menikah Pemohon dengan Termohon telah
dikaruniai 1 {safu) orang anak ;

- Bahwa saksl 1ahu ruman tangga Pemohon dengan Termohon

sering bertengkar,

- Bahwa pertengkaran tenadi karena sikap Femohon vang suka

cemburu kepada Termonon;

- Bahwa Pemohon dan Termonhon sudah pisah tempat tingaai lebih

6 (enam)} buian dan Pemohon yang meninggaikan kediaman
bersama;

- DBahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon teiah di nasenat

oleh saksi, ketua Rt dan keiuarga namun tidak bernasil:

Banwa aias kelerangan saksi-saksi tersebui, Pemohon dan
Termohon membenarkan dan menerimanya. Selaniutnya Termohon
menyaiakan tidak akan mengajukan bukti maupun saksi meskipun teian
diben kesempatan untuk Itu:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpuian secara

lisan vang pada pokoknya menyatakan meminta perkara ini diputuskan:
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Seianjuinya uniuk singkainya uraian puiusan ini, maka semua hai
vang termuat dalam benta acara sidang ini merupakan bagian vang tidak
terpisanikan dari putusan ini ;

ERTIMBANGAN HUKUM

]

Daiam Konvensi
. Menimbang. bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adaiah sebagaimana yang terurai di atas,
Menimbang. bahwa pada han persidangan vang telan ditetapkan
Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendin di persidangan;
Menimbang. bahwa majeils hakim telan berusaha mendamaikan
pihak-pihak yang berperkara berdasarkan Pasai §Z ayat (1) Undang-Uindang
Nomaor / Tahun 1989 juga upava mediasi telah dilaksanakan sebagamana
vang telah dituniuk oleh Ketua Maieiis vaitu Drs. Kustam. namun upaya
tersebut tidak berhasii {gagai) maka pemeriksaan perkara diianjutkan
dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup
untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permononannya.
Menimbang, bahwa FPemohon mengaiukan permohonan ceral talak
terhadap Termohon dengan daiii-daiil bahwa daiam ruman tangganya seiaiu
diliput perselisihan dan pertengkaran vang disebabkan karena {ermohon
: bersikap sombong dan seiaiu mengungkit-ungkit masa iaiu Femohon yang
tidak punva apa-apa, kemudian Pemohon perdi meninggalkan kediaman
bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggai sejak puian Nopember 2015

sampal sekarang;
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Menimbang, banwa atas permononan Pemohon iersebut, Termonon

memberikan jawaban vang pada pokoknya membantah permohonan

FPemohon dan menyatakan bahwa penyebab pertengkaran itu adaian karena

Pemohon selatu cemburu kepada Termohon sehingga seialu marah kaiau

Termonon berdandan kaiau pergi undangan dan shoiat id, jawaban mana

. disamping meniawab pokok perkara. Termmohon juga menvampaikan

gugaian Rekonvensi yang oieh Majeiis Hakim akan diperimbangkan
tersendin dalam pertimbangan Rekonvens::

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan Repiik tetap pada
permohonannya dan fermohon menvampaikan Duplik tetap pada jawaban
dan wntutannya;

Menimbang bahwa dan jawab menjawab telah dapat diketanhul
bahwa pokok masaiah dalam rumah tangga Femohon dan Termonhon
adalah senngnva tenadi persefisihan dan pertengkaran. dan apakan
pertengkaran mereka sudah sedemikian parah sehingga tidak dapat
dirukunkan kembaii;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemonon yang
didukung olen bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi di persidangan. maka
harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adaiah Warga Negara yang
tercatat secara Administrasi Penduduk vang berdomisil/bertempat tinggal di
wiiayan Hukum Pengadiian Agama Bima dan iagi puia perkara ini tfermasuk
senaketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-
undang iNomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majeiis Hakim

berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama
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Disclaimer

Bima sebagaimana yang dimaksud oieh Pasai 04 Ayai (i) dan Pasai 49
Avat {1) huruf (a) dan Pasal 73 avat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun
undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubanan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 tanun 20093;

Menimbana. bahwa berdasarkan daiii permohonan Pemohon yang
teiah dibuktikan dengan bukii P.2 dan saksi-saksi di persidangan maka teian
terbukti bahwa Pemohon dan iermonon adaiah pasangan suami isten sah
yang teiah menikah menurui ketenivan Hukum isiam dan perundang-
undangan vang berlaku sebagaimana vang dimaksud olen Pasal 2 Undang-
undang Nomer 1 tahun 1974 jo. Fasai 2 ayat (i} Peraturan Pemerinian
Nomor 9 tahun 19/5 jo. Fasai 4 dan 7 ayat (1) Kompiiasi Hukum isiam:

Menimbang, bahwa teriepas dari sebab ferjadinya perselisinan dan
pertenakaran yang terdapat perbedaan vers: antara menurut PFemohon dan
menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait
dengan sefingnva tenadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon, Termohon ieiah mengakui adanya
pefiengkaran dan olen karena ada pengakuan dan Termochon. maka
sejaian dengan ketentuan Pasai 311 R.Bg, cukupiah menjadi bukii banwa
benar adanva dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering teriadi
periengkaran dan perseiisinan;

Menimbang. bahwa sekalipun dermikian. sejalan dengan ketentuan
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dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tanun 2008 jo.
Pasai 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka masi harus
didengar keierangan saksi-saksi dari keiuargaforang terdekat dengan kedua
belan pinak:
Menimbang, bahwa dari keierangan para saksi dari Pemohon teiah
- membenkan keterangan vang saiing bersesuaian. bahwa antara Femohon
dan Termohon sudah tidak harmonis dan menyatakan sudah tidak sanggup
lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon. maka Maielis Hakim
meniiai bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Femohon
dengan Termohon:

Menimbang, banwa fakta tersebut menunjukkan bahwa ruman
tangga Pemohon denaan Termohon telah tenadi pertengkaran secara terus
menerus yang berianjut dengan pisah tempat tinggai dan keadaan tersebut
menunjukkan rumah tangaa vang tidak iavak dipertahankan karena sudah
tidak nampak kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejaniera, dengan
demikian tuiuan perkawinan tidak capat diwuiudkan laql (vide Pasal 1
ndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Fasal 3 dan
4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majeiis Hakim meniiai
bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken
marmage) dan sudah suiit uniuk dirukunkan kembaii;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-perimbandan
fersebut, maka permohonan Pemohon teiah memenunhi maksud Pasal 19

huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 hurut (f)
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Disclaimer
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Kompiiasi Hukum isiam, dengan demikian permononan FPemonon ieian
terbukti beraiasan hukum dan dapat diputus dengan mengizinkan Pemohon
untuk menjatunkan taiak ternadap Termohon;
Daiam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugaian Rekonvensi
pada tahap tawaban sehingga memenuhi svaral dan dapat diperimbanakan
iebin ianjut, dan apa yang teiah dipertimbangkan daiam Konvensi menjadi
pertmbangan dalam ReKonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan kefentuan Pasai 66 ayat (5] dan
Pasal B6 avat (1) Undang-undang Nomor / tahun 1989 |entang Peradilan
Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor O3 tahun
2006 gan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009
jo Pasal 158 R.Bg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majeiis
Halkim akan mempertimbangkannva sebadai berikut :

iMenimbang, bahwa terhadap tunfutan PFenggugat Rekonvensi
mengenal nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah). tuntutan
mana hanya disanggupi oieh Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,-
{Satu juta ima ratus nbu rupian). maka berdasarkan ketentuan Pasal 149
hurut (b) Kompiiasi Hukum isiam, menyebuikan babwa * Bilamana
Derkawinan putus karena falak, maka bekas suam watib membernkan
nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah,
kecual bekas istenr telah dilatuht talak bain atau nusvuz dan dalam keadaan
tidak hamij , maka berdasarkan hasii pemeriksaan di persidangan teian

diternukan fakta bahwa Pengaugat rekonvensi tdak terbukti sebagai isten

Hal. i4 dari 21 Hal. Putusan Nomor : k487/Pdt.G/201>/FA.Bm
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yang pernah dijatuni taiak ba’in atav tidak terbukii nusyuz, karena keretakan

vanq terjadi dalam rumah tangga kedua beiah pihak bukaniah semata-mata

atas kesaiahan Penggugat Rekonvensi dan iagi puia perceraian ini

datangnya dari pihak suami. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai
- dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum
dengan memperhatikan penghasiian Tergugat rekonvensi sebagai seorang
pekena meubel. maka waiar kalau Majeils Hakim menghukum iergugat
Rekonpensi untuk memenuhi idgdah sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta iima
ratus nou rupiah):

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi
mengenal tuntutan Murah berupa emas 4 gram atau uang sejumian Rp.
2.000.000,- {dua juta rupiah), tuntutan mana hanya disanggupi oien
juta rupiah), maka berdasarkan keteniuan Pasal 149 hurui (a) Kompilasi
Hukum [siam. menvebutkan bahwa “ Bilamana perkawinan putus Karena
faiak, maka bekas suami wajib memberikan murah yang iayak kepada
bekas Isterinva baik berupa uang atau benda, kecuall bekas istri tersebut
gobia dukhui . maka berdasarkan hasii pemeriksaan ¢i persidangan teiah
ditemukan takta bahwa Penggugat rekonvens: tidak teroukti sebagal isten
yang peman dijatuhi taiak bain atau tidak terbukii nusyuz, karena keretakan
yang teriadi dalam ruman tangga kedua belah pihak bukaniah semata-mata
atas kesalahan Penggugat rekonvensi dan lagi puia perceraian ini

datangnva dari pihak suami, maka Majells Hakim bDerpendapat bahwa
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Disclaimer

Tergugat rekonvensi diwajibkan uniuk membayar mutah sesuai dengan
kewaiaran. keiayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan
memperhatikan penghasiian Tergugat rekonvensi sebagai seorang pekerja
meubel. maka wajar kaiau Maijeiis Hakim menaghukum Tergugat Rekonpensi
untuk memenuhi Mutan 4 gram emas atau uang sebesar Rp. 2.000.000
{dua juta rupiahy;

Menimbang, bahwa ternadap gugatan Penggugai Rekonvensi /
lermohon Konvenst berupa nafkan 1 orang anak vang saat ini diasuh oieh
Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000- (Tiga ratus ribu rupiah)
perbulan. maka sesual ketentuan Pasai 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasai 105 nuruf {c) dan Pasai 149
nuruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Bilama perkawinan
putus karena taiak, maka bekas suami wajib membenikan biaya hadhanah
untuk anak-anaknva vang beium mencapai umur 21 tahun, maka |erguaat
rekonvensi diwajibkan untuk membayar diaya hadhanah/pemeiinaraan
terhadap 1 orang kepada Penggugat rekonvensi selaku pemegana hak
hadhanah sesuai dengan kepatutan, keiayakan dan kebuiuhuan hidup anak
dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagal seorang
pekerja meubel, maka wajar kajau Majeiis Hakim menghukum Tergugat
Rekonpensi untuk memenuhl biaya hadhanah minmal sebesar Rp.
300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setap buian dan tidak termasuk biaya
pendidikan dan biaya kesehatan vang harus dibayar paling lambat tanggal
10 pada buian yang bersangkutan terhitung sejak ikrar taiak diucapkan

sampal anak tersebut dewasa dan dapat mengurus din sendiri {usia 21
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tanun ) atau ieian kawin;

Menimbang. agar putusan ini dapat dijaiankan, maka Tergugat
rekonvensi harus dihukum uniuk menyerankan secara sukareia, aman dan
tanpa svarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewaiiban sebagaimana
disebuikan daiam dicium puiusan ini dan apabiia putusan ini tidak dapat

- dilaksanakan secara suka reia, aman dan tanpa syarat. maka akan
dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepoiisian atau aparat
keamanan iain vang berwenang:

Menimbang, bahwa Dberdasarkan periimbangan-perimbangan
tersebut di atas. maka daill tuntutan Penggugat rekonvens: telah terbukt
memenuhi aiasan hukum dan fidak meiawan hak dan oien karenanya
tuntutan Fengguaat rekonvensi dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor / Tahun 1984. Tentana Peraditan Agama vana teiah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubanan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009: “Panitera Pengadilan atau
pejabat yang ditunjuk berkewajiban seiambat-iambatnya 30 (tga puiunh) nari
mengirimkan satu heial salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterat
kepada Pegawai Pencaiai Nikah yang wilayahnya meiiputi tempat kediaman
Pemohon dan lermohon serta tempat pernikahan dilangsungkan” maka
dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majeiis Hakim memerintankan
Panitera Pengadiian Agama Bima atau pejabat vang dituniuk untuk

meiaksanakan ketentuan tersebut,
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Disclaimer

Daiam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang. bahwa oleh karena perkara ini adaiah sengketa
perkawinan in casu perkara perceraian, maka berdasarian rasai 89
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradiian Agama
sebagaimana puia diatur daiam perubahan kedua daiam Undang-undang
Nemor b0 Tahun 2009 maka biava perkara dibebankan Kebada Pemohon.

Mempernatkan pula segaia kefenwan huikum dan peraturan
Perundang-undangan vang berkaitan dengan perkara 1.

MENGADILI

[ ]

DALAM KONVENSH

1. Mengabuikan permononan Pemonon Konvensi:

2. Membenkan izin kepada Pemohon Konvensi (M. Sadam bin Lukman)
untuk menjatuhkan taiak satu Raji ternadap Termohon Konvensi
(Ruwaidah bint ibrahim) di depan sidana Pengadidan Agama Bima:

3. Memeriniankan Panitera Pengadiian Agama Bima uniuk menginmkan
salinan Penetapan |krar Talak kepada Pegawal Pencatat Nikah (PPN)
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu:

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penagugat Rekonvens untuk sebagian:

2. Menetapkan bahwa 1 orang anak bernama : Suci Muiyani (P} umur 2
tahun lebih. berada di bawah pemeliharaan Penaaugat Rekonvensi

(Ruwaidah binti ibranim) dengan ketentuan bahwa Tergugat Rekonvensi

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan‘si dan ékuntgbil\tas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Disclaimer

tidak boien dilarang untuk menjengui aiau mengajak jaian-jaian atau

ingin merawat beberapa hari terhadap anai/anak tersebut.

Menghukum Tergugat Rekonvensi uniuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi berupa;

3.1. Uang mut'ah sejumiah Rp. 4 gram emas aiau uang Z ji rupiah

3.2. Uang iddah sejumiah Rp. 1.500.000 .- {satu iuta lima ratus riby
rupiah )

4.3. Natkah untuk 1 orang anak sebagaimana disebutkan dalam diktum

bersangkutan. terhitung selak iIkrar talak diucapkan sampal anak-

anak tersebut dewasa dan dapat mengurus difi sendiri (usia Z1

tahun) atau teiah kawin:
Menoiak gugatan Penggugat Rekonvesi untuk seiain dan seiebihnya.
Menghukum Tergugat Rekonvens! untuk meverahkan secara sukareia.
aman dan ianpa syarat kepada PFenggugat Rekonvensi berupa
kewajiban sebagaiman dalam dictum No.3.1.3.2.dan 3.3, putusan i dan
apabita putusan ini tidak dapat diiaksanakan secara sukareia, aman dan
tanpa syarat maka akan dilaksanakn upava paksa dengan bantuan

aparat kepoiisian atau aparat iain yang terkait.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
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Disclaimer

Membebankan kepada Pemohon iKonvensi/Tergugat Rekonvensi uniuk
membayar biaya perkara ini sejumiah Rp. 391.000.- (Tiga ratus

sembilan puiuh satu ribu rupiah);

Demikian dipuiuskan daiam rapat permusyawaratan Majeiis yang
diiangsungkan pada hari Senin tanagai 11 Januar 2016 Maseni. bertepatan
dengan tanggai 01 Rabiui Akhir 1437 Hijrian, oieh kami Muiyadi, S.Ag.
sebagal Ketua Majeiis. dan Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Drs.
H.M. iimak, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada han itu juga diucapkan dalam sidang ferbuka untuk umum oleh
Ketua Majeiis tersebut dengan didampingi oieh Hakim Anggota dan dibaniu
clen Mustamin, BA. sebagai Manitera Penggant serta dihadin oleh

Pemohnon dan Termohon;

Hakim Anggota

H.M. jmak, SH., MH.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor :1487/PdtG/20H5/PA.Bm

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Faniiera Pengganti,

Musiamin, BA.

! Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran " Rp 30 000 .-
' 2. Proses : Rp.  50.000,-
3. Panggitan - Rp. 300.000-
4, Redaksi . Rp. 5.000,-
5 Materai * Rp 6 000, -
Jumian Rp. 391.000,.-
Hai. 21 dari 2i Hal. Putusan Nomor ; [487/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21



